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P E N E T A P A N 

NOMOR 421/Pdt.G/2013/PA.Pkj 

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam 

perkara cerai gugat yang diajukan oleh : 

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx , umur 33 tahun, agama Islam, 

pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, 

tempat tinggal di Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx , 

Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten 

Pangkep, sebagai penggugat; 

Melawan 

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx  , umur 28 tahun, agama Islam, 

pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Xxxxxx xxxxxx 

xxxxx xxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 

xxxxxx Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, 

Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengarkan dalil-dalil para pihak; 

DUDUK PERKARANYA 

Bahwa penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 10 

Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Pangkajene dengan register perkara Nomor  421/Pdt.G/2013/PA.Pkj tanggal 

10 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di 

Kampung Sabbang Paru, Kabupaten Pangkep pada hari Ahad, tanggal 11 

Juni 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Bungoro sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta 

Nikah Nomor Kk.21.17.03/PW.00/447/2013, tertanggal 25 Nopember 

2013; 

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua tergugat di Jalan Andi Mauraga, Kabupaten Pangkep 
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selama 1 tahun, setelah itu penggugat daan tergugat menempati 

kediaman bersama di Ruko Palampang selama 1 tahun, kemudian 

penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Jalaan 

Andi Mauraga selama 7 tahun, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal 

sampai sekarang; 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai  

3 orang anak yang masing-masing bernama : 

- xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 8 tahun; 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 6 tahun; 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 3 bulan; 

Ketiga anak tersebut dalam asuhan penggugat; 

4. Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada awal Juni 2010, dimana antara 

penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang 

disebabkan antara lain :  

- Bahwa tergugat sering keluar malam, bahkan terkadang tergugat 

pulang pagi lantaran tergugat keasyikan bermain game di warnet yang 

memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat; 

- Bahwa tergugat sering berkumpul bersama teman-temannya, 

sehingga tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah 

tangga; 

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat  dengan 

tergugat tersebut terjadi pada pertengahan Juni 2013, dimana penggugat 

pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal 

sampai sekarang;  

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat 

masih ada komunikasi; 

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat masih memberikan 

nafkah untuk anaknya; 

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari kedua belah pihak 

berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun tidak 

berhasil; 

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat 

sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan 
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untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

sudah sulit dipertahankan lagi  

10. Bahwa agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma 

hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi 

penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan 

tergugat; 

11. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Xxxxxx xxxxxx xxxxx 

xxxxxx xxxxx   terhadap penggugat, Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 

xxxxx ; 

3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk 

menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di 

wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan 

untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; 

4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat; 

Subsider : 

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan 

tergugat telah datang menghadap di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati 

penggugat agar dapat membina rumah tangga kembali, dan atas nasihat 

majelis hakim, penggugat menyatakan mengurungkan niatnya untuk bercerai 

dan bersedia rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat; 

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan pencabutan perkaranya 

secara lisan di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 

9 Januari 2014;  
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Bahwa pencabutan permohonan oleh penggugat ini dilakukan 

sebelum pemeriksaan perkara oleh majelis hakim dalam hal ini adalah 

tergugat belum memberikan jawaban, oleh karenanya tidak diperlukan 

persetujuan tergugat; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka 

Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara 

persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan 

menjadi bagian dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan diatas; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan 

penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan tersebut; 

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat telah mencabut 

permohonannya di depan persidangan sebelum pemeriksaan perkara 

dilaksanakan, maka dengan dicabutnya permohonan penggugat tersebut, 

perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan 

Pasal 271 Rv; 

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam 

perkara ini harus dibebankan kepada penggugat; 

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya; 

2. Menyatakan perkara Nomor 421/Pdt.G/2013/PA.Pkj dicabut; 

3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 9 Januari 

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh 

kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum 

Abd. Kadir, S.HI., M.H. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing 
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sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota 

tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Tawakkal, M.H. sebagai panitera 

Pengganti dengan dihadiri penggugat dan tergugat. 

 
 

Hakim Anggota            Ketua Majelis 
ttd             ttd 

 
 
 

UMI KALSUM Abd. KADIR, S.HI., M.H.       NAJMIAH SUNUSI, S.Ag., M.H. 
 

 
 

ttd 

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H., M.H.       Panitera Pengganti 

 

ttd          

                                                                     Drs. H. Tawakkal, M.H. 

 

 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Pendaftaran ................................................ Rp.   30.000,- 

2. ATK Perkara ..............................................  Rp.   50.000,- 

3. Panggilan .................................................... Rp. 100.000,- 

4. Redaksi ....................................................... Rp.     5.000,- 

5. Meterai .......................................................  Rp.     6.000,- 

Jumlah        Rp. 191.000,- 

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 
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